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Abstrak: Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan
perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dengan menyoroti peran strategis P2TP2A sebagai garda terdepan layanan.
Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini meninjau berbagai hambatan yang
memengaruhi efektivitas perlindungan, mulai dari keterbatasan tenaga profesional, koordinasi antar lembaga yang belum
optimal, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum korban. Selain itu, stigma sosial yang
masih kuat turut menjadi penghalang utama bagi korban untuk mencari pertolongan dan melapor. Temuan menunjukkan
bahwa meskipun UU 12/2022 telah menyediakan dasar hukum yang kuat dan berperspektif korban, implementasinya
masih jauh dari ideal akibat kendala struktural dan sosial tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM,
penguatan sinergi kelembagaan, serta perluasan edukasi publik diperlukan agar pemenuhan hak korban dapat berjalan
lebih efektif dan konsisten sesuai amanat regulasi.
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Abstract: This study analyzes the implementation of Law Number 12 of 2022 in
providing protection for victims of sexual violence, with a particular focus on the strategic
role of P2TP2A as the frontline service provider. Using a descriptive qualitative method
through literature review, this research examines various obstacles that affect the
effectiveness of victim protection, including the limited number of professional staff,
suboptimal inter-agency coordination, and the low level of public understanding
regarding the legal rights of victims. In addition, persistent social stigma remains a major
barrier that discourages victims from seeking help and reporting incidents. The findings
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indicate that although Law 12/2022 offers a strong legal foundation with a victim-centered
perspective, its implementation is still far from ideal due to structural and social
challenges. Therefore, enhancing human resource capacity, strengthening institutional
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synergy, and expanding public education are necessary to ensure that the fulfillment of
victims’ rights can be carried out more effectively and consistently in accordance with the
mandate of the requlation.
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Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menekankan penerapan pendekatan yang
berfokus pada korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan
seksual. Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual serta menjamin hak-
hak korban, termasuk akses terhadap pendampingan hukum, layanan rehabilitasi medis

dan psikologis, serta perlindungan keamanan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
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Perempuan dan Anak (P2TP2A), sebagai lembaga pelayanan terpadu memiliki mandat
untuk menerima laporan korban, memberikan pendampingan hukum, dan memastikan
hak-hak korban terpenuhi secara menyeluruh (Sistha et al., 2025). Perubahan dari kerangka
hukum sebelumnya menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama, sehingga
aparat penegak hukum diharuskan memastikan pendampingan hukum dan pemulihan
psikososial selama proses penyidikan dan persidangan, yang menandai pergeseran dari
pendekatan yang hanya berfokus pada penindakan pidana (Lestari et al., 2025).

Meski demikian, P2TP2A menghadapi sejumlah kendala struktural yang mengurangi
efektivitas layanannya, seperti keterbatasan fasilitas, termasuk ruang konseling, rumah
aman, dan pusat layanan terpadu, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga
profesional yang menangani kasus kekerasan seksual. Anggaran yang terbatas juga
membatasi kemampuan P2TP2A untuk memberikan layanan secara optimal (Giyono et al.,
2024). Selain itu, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU No. 12 Tahun
2022 menyebabkan penerapan perlindungan terhadap korban tidak selalu konsisten di
seluruh wilayah. Stigma sosial terhadap korban dan rendahnya literasi hukum masyarakat
juga membuat korban enggan melapor atau memanfaatkan layanan yang tersedia, sehingga
efektivitas P2TP2A masih terbatas.

Untuk meningkatkan efektivitas UU No. 12 Tahun 2022, diperlukan strategi yang
terpadu, seperti kampanye kesadaran publik untuk mengurangi stigma sosial, pelatihan
rutin bagi aparat penegak hukum agar memahami ketentuan UU TPKS dengan baik, serta
penguatan kapasitas kelembagaan P2TP2A melalui peningkatan jumlah dan kompetensi
SDM, fasilitas, anggaran, serta koordinasi antar instansi. Dengan langkah-langkah tersebut,
P2TP2A dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam memberikan perlindungan
hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum
kepada korban kekerasan seksual, khususnya berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menekankan analisis
terhadap sejauh mana P2TP2A mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga terpadu
yang menyediakan pendampingan hukum, layanan rehabilitasi medis dan psikologis, serta
perlindungan keamanan bagi korban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan
P2TP2A, baik hambatan struktural seperti keterbatasan fasilitas dan jumlah tenaga ahli,
maupun kendala non-struktural seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, stigma
sosial terhadap korban, dan perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh

mengenai keberhasilan, tantangan, dan strategi perbaikan dalam implementasi P2TP2A,
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sekaligus menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi

korban kekerasan seksual di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

UU No. 12 Tahun 2022 menekankan penerapan pendekatan yang menitikberatkan
pada korban dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia,
dengan menempatkan kebutuhan korban sebagai fokus utama dalam proses hukum. Hal
ini mencakup perlindungan dari intimidasi, akses terhadap layanan hukum, rehabilitasi
psikologis, serta dukungan sosial. Undang-undang ini juga memperluas cakupan definisi
kekerasan seksual dan memastikan hak korban atas bantuan hukum dan layanan
rehabilitasi, sehingga korban tidak sekadar berperan sebagai saksi, melainkan menjadi
pihak yang dilindungi secara menyeluruh. Pergeseran dari kerangka hukum sebelumnya
menjadikan perlindungan korban sebagai prioritas utama, dibandingkan hanya
menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku, sehingga penegak hukum
diharapkan lebih memperhatikan hak-hak korban melalui pendampingan hukum dan
layanan rehabilitasi psikologis.

Meski demikian, pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai
kendala struktural, seperti keterbatasan fasilitas, rumah aman yang hanya tersedia di 30%
distrik, dan kekurangan tenaga manusia yang memadai, sehingga efektivitas layanan bagi
korban masih terbatas (Karso, 2025). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi
kolaboratif antara lembaga pemerintah, organisasi perlindungan korban, dan masyarakat,
termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, pelatihan bagi petugas hukum,
penyediaan fasilitas yang memadai, serta kampanye kesadaran publik agar korban berani
melapor dan memanfaatkan layanan yang tersedia. Pendekatan terpadu ini diharapkan
mampu meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 12 Tahun 2022 sekaligus
memastikan korban menerima perlindungan hukum yang optimal.

Kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum terhadap UU No. 12
Tahun 2022 menyebabkan penerapan perlindungan bagi korban kekerasan seksual tidak
merata, diperburuk oleh keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan rendahnya
literasi hukum di masyarakat. Stigma sosial juga membuat korban enggan melapor,
sehingga hak-hak mereka kerap tidak terpenuhi (Jennie Hermanata et al., 2025). Oleh
karena itu, pelatihan aparat dan peningkatan kesadaran publik menjadi hal penting untuk
mendukung penerapan undang-undang secara efektif (Utami, 2025).

UU No. 12 Tahun 2022 menekankan pendekatan yang berfokus pada korban,
memperluas cakupan definisi kekerasan seksual, dan menjamin hak korban untuk
mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta layanan sosial. Efektivitas

pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara aparat hukum, lembaga perlindungan
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korban, dan masyarakat. Meskipun hanya sebagian distrik yang memiliki rumah aman,
undang-undang ini telah meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan
budaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual (Dimas Gibran Satrio Utomo & Tajul
Arifin, 2024).

Metode

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam peran
P2TP2A dalam menangani isu sosial dan hukum, khususnya terkait kasus perdagangan
manusia dan perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi
pengalaman, persepsi, dan praktik di lapangan, sehingga dapat menangkap kompleksitas
operasional P2TP2A dalam konteks lokal (Fardian & Putriaksa, 2020).

Studi literatur dilakukan untuk menelaah dokumen hukum, regulasi, dan penelitian
terdahulu yang relevan dengan fungsi P2TP2A, memberikan dasar teoritis dan hukum yang
kuat untuk menilai kinerja lembaga tersebut. Data dari dokumen ini membantu memahami
mekanisme formal, prosedur, serta aturan yang mendasari layanan P2TP2A.

Wawancara dan observasi terhadap pemangku kepentingan, termasuk staf P2TP2A,
aparat penegak hukum, dan korban, memberikan gambaran langsung tentang praktik
operasional, tantangan, dan efektivitas layanan. Teknik ini memungkinkan peneliti
menangkap hambatan nyata di lapangan serta strategi yang diterapkan.

Analisis peraturan dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan P2TP2A dengan
undang-undang dan regulasi terkait perlindungan anak dan perdagangan manusia,
sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik lembaga ini sesuai dengan mandat hukum.

Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara teori,
regulasi, dan temuan empiris. Pendekatan ini memudahkan peneliti mengevaluasi
efektivitas P2TP2A serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama implementasi.

Identifikasi hambatan mencakup keterbatasan pendanaan, keengganan masyarakat
melaporkan kasus, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Evaluasi ini penting untuk
menyoroti tantangan dalam layanan P2TP2A dan merumuskan rekomendasi perbaikan
berbasis bukti.

Walaupun pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam,
keterbatasannya terletak pada keterbatasan generalisasi. Oleh karena itu, penelitian
kuantitatif lanjutan dapat melengkapi temuan ini dengan memberikan bukti statistik yang
lebih luas mengenai dampak P2TP2A, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan pada
konteks yang lebih luas.
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Hasil dan Pembahasan
Peran P2TP2A dalam Perlindungan Hukum

P2TP2A berperan penting dalam memberi perlindungan hukum dan dukungan bagi
korban kekerasan seksual sesuai UU No. 12 Tahun 2022. Lembaga ini menyediakan bantuan
hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari pendekatan
berbasis korban (Gagarin et al., 2024). UU No. 12 Tahun 2022 menegaskan hak korban untuk
memperoleh perlindungan, dukungan pemulihan, serta bebas dari intimidasi, yang
menunjukkan kemajuan dalam kerangka hukum Indonesia.

P2TP2A beroperasi sebagai layanan berbasis masyarakat dan pusat krisis yang
memberikan dukungan komprehensif, termasuk layanan kesehatan dan hukum. Namun,
lembaga ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya
literasi hukum, serta kurangnya personel terlatih (Aulawi, 2024). Untuk meningkatkan
efektivitas, diperlukan penambahan anggaran, pelatihan intensif, serta edukasi publik guna

memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Hambatan Implementasi

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual masih menghadapi berbagai kendala yang melemahkan efektivitas perlindungan
terhadap korban. Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya ruang aman dan layanan
pemulihan di sejumlah daerah, menjadi hambatan struktural yang cukup serius. Selain itu,
minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus juga berdampak pada
kualitas penanganan kasus, karena aparat maupun lembaga layanan belum mampu
memberikan dukungan yang optimal. Rendahnya pemahaman penegak hukum mengenai
ketentuan UU No. 12 Tahun 2022 semakin memperburuk keadaan, karena sering terjadi
penerapan hukum yang keliru dan masih adanya ketergantungan pada aturan lama yang
kurang melindungi korban.

Tidak konsistennya penerapan hukum di lapangan pun menyebabkan perbedaan
hasil penanganan kasus antarwilayah, sehingga tujuan undang-undang untuk memberikan
perlindungan yang setara belum tercapai (Hairi & Latifah, 2024). Meski demikian, UU No.
12 Tahun 2022 tetap menawarkan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan
perlindungan korban. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan fasilitas
layanan, peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan, penyelarasan mekanisme
penegakan hukum, serta perluasan literasi hukum kepada masyarakat. Upaya-upaya ini
penting agar pelaksanaan undang-undang menjadi lebih efektif dan benar-benar berpihak
pada korban.
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Faktor Sosial dan Kesadaran Publik

Stigma sosial menjadi hambatan besar bagi korban kekerasan berbasis gender karena
rasa takut disalahkan atau dikucilkan membuat mereka enggan melapor atau mencari
bantuan P2TP2A (Chango-Paguay et al., 2024). Stigmatisasi ini juga menimbulkan trauma
emosional dan mengganggu kehidupan korban, termasuk peluang pendidikan mereka.
Rendahnya literasi hukum publik semakin memperburuk keadaan, karena banyak korban
tidak memahami hak-haknya atau cara mengakses keadilan (Ade Arga Wahyudi, 2024).

Untuk mengatasinya, program pendidikan dapat meningkatkan pemahaman korban
tentang hak dan layanan yang tersedia. Kampanye kesadaran publik juga diperlukan untuk
mengubah persepsi masyarakat dan mendorong dukungan bagi korban (Debbie Aldama et
al., 2023). Selain itu, pelatihan bagi aparat hukum penting untuk meningkatkan sensitivitas
dan mencegah reviktimisasi. Namun, berbagai upaya ini tetap perlu didukung oleh
reformasi hukum yang lebih sistemik agar perlindungan bagi korban menjadi lebih

komprehensif.

Analisis Efektivitas

Kolaborasi antar lembaga termasuk pemerintah, LSM, dan aparat penegak hukum
sangat memengaruhi efektivitas P2TP2A dalam menangani kekerasan seksual terhadap
anak. Di sejumlah daerah seperti Cianjur dan Wonogiri, koordinasi yang lemah dan alur
rujukan yang tidak terpadu menyebabkan penanganan kasus menjadi kurang optimal
(Amalia et al., 2022). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik
dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga layanan pendampingan dan perlindungan
bagi korban tidak berjalan maksimal. Pelatihan serta pengembangan kapasitas petugas
menjadi penting untuk memastikan mereka mampu bekerja sesuai standar ramah korban
(Siahaan et al., 2025).

Penerapan pendekatan berpusat pada korban, termasuk prinsip Kepentingan Terbaik
Anak, juga krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah viktimisasi
ulang. Strategi terpadu yang memprioritaskan kebutuhan korban dapat meningkatkan
proses pemulihan mereka. Namun, efektivitas keseluruhan P2TP2A tetap terganggu oleh
persoalan sistemik seperti keterbatasan pendanaan dan rendahnya komitmen pemerintah

daerah, yang melemahkan upaya perlindungan dan keberlanjutan layanan.

Simpulan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan pentingnya pendekatan yang
berpusat pada korban dengan memberikan perlindungan hukum, bantuan komprehensif,
serta layanan rehabilitasi. Peran P2TP2A menjadi sangat strategis dalam menjalankan

mandat tersebut, terutama sebagai garda terdepan dalam pendampingan korban
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kekerasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor,
seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan struktural kelembagaan, rendahnya
literasi hukum di masyarakat, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban.
Hambatan-hambatan ini berdampak pada belum optimalnya upaya perlindungan dan
pemulihan korban secara menyeluruh

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban, diperlukan penguatan
kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan bagi SDM P2TP2A dan aparat penegak hukum.
Selain itu, kampanye penyadaran publik mengenai hak-hak korban serta layanan yang
tersedia perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami mekanisme perlindungan. Di sisi
lain, fasilitas pendukung dan koordinasi antar lembaga harus diperkuat guna memastikan
implementasi perlindungan hukum yang lebih konsisten, terpadu, dan responsif terhadap
kebutuhan korban.
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